BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Alasan pemerintah menggunakan jalur non yudisial dengan menerbitkan
Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim
Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu
yaitu perlindungan, pemajuan penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia
sebagai tanggung jawab negara terutama pemerintah, pelanggaran HAM yang berat
masa lalu belum terselesaikan secara tuntas sehingga menimbulkan ketidakpastian
hukum, serta perlunya upaya alternatif selain mekanisme yudisial dengan
mengungkapkan pelanggaran yang terjadi untuk mewujudkan penghargaan atas
nilai HAM sebagai upaya untuk menjaga persatuan nasional. Hal ini dipandang
sebagai politik hukum dengan sebuah langkah yang tepat yang dilakukan oleh
pemerintah karena pemerintah berusaha menggunakan sarana lain yang tidak
hanya berpaku pada penyelesaian yudisial semata. Adanya konsep penyelesaian
kasus pelanggaran HAM dengan tidak mengedepankan proses pengadilan semata,
tetapi juga mengkombinasikan dengan jalan pengungkapan kebenaran dengan jalan
pemberian kompensasi, rehabilitasi, bahkan jaminan bagi tidak terulangnya
pelanggaran di masa depan tentunya memiliki ide, gagasan, serta konsep yang baik
untuk dapat mewujudkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat masa lalu.
Berdasarkan aturan di dalam ketentuan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022
tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM yang
Berat Masa Lalu, Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tim Pemantau
Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM yang

Berat, serta Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan
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Rekomendasi Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat,
sebetulnya dengan adanya ketentuan tersebut pemerintah ingin memberikan
perlindungan HAM yang sampai sekarang hak-hak korban belum didapatkan,
mengingat penyelesaian jalur yudisial dalam Peristiwa Trisakti yang belum
terselesaikan. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dengan upaya
jalur non yudisialpun sayangnya didalam pelaksanaannya masih belum sesuai
dengan yang diharapkan oleh para korban keluarga korban karena hak-hak yang
diminta oleh keluarga korban masih belum dapat terealisasikan oleh kementerian
ataupun lembaga terkait yang memiliki kewajiban untuk memberikan hak-hak

korban yang sebelumnya telah direkomendasikan oleh Tim PPHAM.

B. Saran

1.

Perlu dibentuk Keputusan Presiden baru dalam rangka untuk membentuk tim
khusus yang memiliki masa kerja lebih lama dari tim sebelumnya yang berwenang
untuk menjamin dan mengawasi terlaksananya program bantuan yang sudah
diluncurkan oleh Tim PKPHAM dan lembaga-lembaga terkait.

Dalam rapat yang dilakukan oleh Tim dengan lembaga-lembaga terkait sebaiknya
dilakukan oleh pejabat yang berwenang, tidak dilakukan secara delegasi maupun
mandat. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan dalam penyampaian hasil
rapat maupun informasi dari pihak yang diberikan mandat atau delegasi kepada
pihak yang berwenang dalam hal tersebut sehingga birokrasi tidak terlalu berbelit-

belit dan menghasilkan keputusan yang cepat dan tepat.
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